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ABSTRAK

Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMP Negeri 6 Sibolga
N am a : Desnawati Panjaitan ; NIM : 101801018

Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) bertujuan untuk
membesarkan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang
laun, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dalam
pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan baik menyangkut aspek kelembagaan maupun
teknis operasional. Salah satu sekolah yang mendapat perhatian dan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS ) adalah SMP Negeri 6 Sibolga . Pada tahun 2010 SMP Negeri 6 Sibolga
mendapat bantuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) sebesar Rp. 128.800.000,- yang
telah digunakan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP
Negeri 6 Sibolga Tahun 2010.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis akuntabilitas publik dalam pengelolaan dan
operasional sekolah (BOS) pada SMP Negeri 6 Sibolga. Sampel diambil sebanyak 42 orang
secara purposive sampling yang mewakili para stakeholders terdiri Kepala Sekolah, Guru-
guru, Komite Sekolah dan Aparat Pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Sibolga). Analisis data
dilakukan dengan tabel frekuensi secara deskriftif;

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Akuntabilitas
dalam Pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 6 Sibolga dilihat dari aspek Adanya proses
pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, Adanya Akurasi dan kelengkapan informasi
yang berhubungan pengelolaan dana BOS , Adanya Kejelasan dari sasaran kebijakan, dan
Adanya kelayakan dan konsistensi dalam pelaporan keuangan secara umum telah berjalan
dengan baik. Aspek akuntabilitas dalam Pengelolaan BOS di SMP Negeri 6 Sibolga yang
belum efektif dalam pelaksnaannya adalah penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan
dana BOS , akses publik pada informasi atas kegiatan pengelolaan dana BOS , sistem
informasi manajemen dan monitoring hasil dan Laporan pertanggugn jawaban (annual
report).Untuk pengelolaan dana BOS berdasarkan persepsi pengguna di di SMP Negeri 6
Sibolga sudah memenuhi standar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) karena dalam pengelolaannya berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku
dan dalam penyalurannya sudah tepat sasaran; Opini atas hasil akuntabilitas dapat
disimpulkan, dalam pengelolaan dana BOS berdasarkan persepsi pengguna di SDN di SMP
Negeri 6 Sibolga sudah memenuhi standar akuntansi auditor karena dalam pengelolaan dana
BOS dapat dikatakan hasil auditnya sudah mencakup Wajar Tanpa Pengecualian, dan dalam
standar auditing juga sudah mencakup tentang standar umum, standar pekerja lapangan, dan
standar pelaporan; Kendala-kendala dalam proses pengelolaan dana BOS berdasarkan
persepsi pengguna dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa kendala kepala sekolah dan
bendahara tentang informasi Tim Manajemen Kota Sibolga belum dipahami oleh sekolah,
masih terdapat masalah dalam pengalokasian, dengan adanya kendala ini kepala sekolah dan
bendahara harus lebih memahami tentang informasi Tim Manajemen guna untuk kelancaran
pengelolaan dana BOS .

Key words : Akuntabilitas publik, Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam
agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena
perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan:
sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk
memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna
meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD
1945, yang mewajibkan Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pendidikan menjadi
landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan
lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan
persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan
menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan
bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global.

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009
diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang
lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9
Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang

salama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.
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Kenaikan harga BBM beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan
kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya, akan menurunkan kemampuan daya beli
penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun karena penduduk miskin akan
semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib
mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka
pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada
tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang
sederajat). Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur
dengan Angka Partisipasi Kasar (AKP). Pada tahun 2008, AKP tingkat SMP sebesar
85,22% dan pada akhir 2010 telah mencapai 88,68%. Target penuntasan Wajar 9
tahun harus dicapai pada tahun 2008/2009 dengan APK minimum 95%. Dengan
demikian, pada saat ini masih ada sekitar 1,5 juta anak usia 13-15 tahun yang masih
belum mendapatkan layanan pendidikan dasar. Selain masalah pencapaian target
AKP, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya mutu pendidikan
yang antara lain mencakup masalah tenaga kependidikan, fasilitas, manajemen,
proses pembelajaran dan prestasi siswa.

Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak, amanat undang-
undang dan upaya tahun yang bermutu, Pemerintah melanjutkan pemberian Bantuan

Operasional Sekolah (BOS ) bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/Swasta
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